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Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) :  

Aspek Sikap: 

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat 

lebih memahami dan menerapkan bagaimana dalam melakukan 

tanggungjawabnya sebagai pelaksana tugas dalam bidang hukum 

Acara Perdata. 

 

 

Aspek Ketrampilan Umum: 

Mahasiswa diharapkan lebih memahami tentang pelaksanaan hukum 

acara perdata dan praktiknya. 

Aspek Ketrampilan Khusus: 

Diharapkan mahasiswa memahami tentang Teory dan Peraturan serta 

pelaksanaan dalam hukum acara perdata dan praktik peradilan 

perdata di Indonesia. 

Aspek Pengetahuan: 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat 

menganalisis dan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan  perdata di 

Indonesia berdasarkan teori dan hukum acara perdata. 

PIP Unmul yang diintegrasikan : 
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Dalam hal ini apabila ada penyelesaian kasus hukum perdata yang 

berkaitan dengan wilayah, lingkungan dan kekhsan kalimantan timur 

secara khusus dan Indonesia secara umum yang dirugikan dengan 

harus diselesaikan menggunakan Hukum acara perdata dan praktik 

peradilan perdata. 

 

 
 
 

 
 

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK): 

 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat 

menganalisis dan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan  perdata di 

Indonesia berdasarkan teori dan hukum acara perdata. Dan mahasiswa dapat 

lebih memahami dan menerapkan bagaimana dalam melakukan 

tanggungjawabnya sebagai pelaksana tugas dalam bidang hukum. Serta 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat 

menganalisis dan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan  perdata di 

Indonesia berdasarkan teori dan hukum acara perdata. 

Diharapkan juga mahasiswa mampu penyelesaian kasus hukum 

perdata yang berkaitan dengan wilayah, lingkungan dan kekhsan 

kalimantan timur secara khusus dan Indonesia secara umum yang 

dirugikan dengan harus diselesaikan menggunakan Hukum acara 

perdata dan praktik peradilan perdata. 

 
B. Kemampuan Khusus (KK) 

Dalam Kemampuan khusus (KK) kepada mahasiswa ini, berkaitan 
dengan mata kuliah yang dipelajari yang diberi nama Hukum Acara 
Perdata dan Praktik Peradilan Perdata yang merupakan lanjutan 

dari Hukum Perdata, maka diharapkan : 
1. Mahasiswa dapat mengetahui tentang Sejarah, dan Asas-asas 
Hukum Acara Perdata 

2. Mahasiswa dapat memahami tentang Kekuasaan Kehakiman 
dalam Acara Perdata serta praktik dalam peradilan acara perdata 
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3. Mahasiwa dapat menganalisis  mengenai sengketa hukum 
perdata dan acara perdata serta praktiknya, yang berkaitan dengan: 

- Gugatan, eksepsi, replikdan Duplik, Kesimpulan dan Putusan 
dalam acara Perdata. 
- Permulaan Sidang praktik peradilan perdata 

- Mediasi Pengadilan 
- Pemeriksaan Perkara 
- Pembuktian 

- Putusan Hakim 
- Upaya Hukum  

- Eksekusi Putusan Hakim 
- Sita dan Lelang. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sengketa sampai dengan 

penyelesaian dari hukum perdata di dalam praktik peradilan 
perdata. 
5. Mahasiwa dapat melakukan prktik simulasi/peradilan semu 

dalam sengketa hukum perdata. 
 

 
2. Analisis Pembelajaran 

A. Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

 

14 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menjelaskan/memahami/menera

pkan Hukum Acara Perdata dan Praktik 

Peradilan Perdata 

2. 

Kekuasaaan Kehakiman 

7. 

Pemeriksaan Perkara 

4 
Gugatan Perwakilan 

9.  
Putusan Hakim &Upaya Hukum 

 

8. 

Pembuktian 

6. 

Mediasi Pengadilan 

3.  

Sengketa dan gugatan 

5.  

Permulaan Sidang 

10. 

Eksekusi Putusan Hakim, 
Sita dan Lelang 

 

13.  

Praktek Sidang 

MootCourt  

12.  
Teknis & Strategi beracara 

HK. Perdata 

 

11. 
Berkas &Tatacara Beracara 

Perdata 
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B. Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan 
Kemampuan Khusus (KK) 

 

 
 
 

 
 

 

Mahasiswa mampu 

menganalisis/menjelaskan/memahami/menerapkan ( 
KK Nomor 14) 

 

11. Mahasiswa Mampu 
memahami CPMK 11 

2. Mahasiswa mampu 

memahami  CPMK 4 
3. Mahasiswa mampu 
memahami CPMK 3 

4.  Mahasiswa mampu 

memahami CPMK 4 

1. Mahasiswa mampu memahami dan  menjelaskan 

CPMK 1 

10. Mahasiswa Mampu 
memahami & menjelaskan 

CPMK 10 

5. Mahasiswa Mampu 
memahami CPMK 5 

6. Mahasiswa Mampu 
memahami CPMK 6 

7. Mahasiswa Mampu 
menganalisis CPMK 7 

12. Mahasiswa Mampu 
memahami CPMK 12 

13. Mahasiswa Mampu 

memahami &melaksanakan 

CPMK 13 

8. Mahasiswa Mampu 
menganalisis CPMK 8 

9. Mahasiswa Mampu 
menganalisis CPMK 9 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Pergguruan Tinggi     : Universitas Mulawarman 

Fakultas : Hukum 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Hukum 

Matakuliah : Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Peradata 

Kode Matakuliah : ..... 

SKS : 4 

Dosen Pengampu : Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., Deny Slamet Pribadi,S.H., M.H. 
Deskripsi Mata Kuliah :  Mata kuliah ini membahas tentang berbagai Sumber Hukum dan asas acara perdata, 

berbagai peraturan acara perdata yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, 
konsep-konsep pengembangan peraturan acara perdata, penyelesaian sengketa atau 

kasus di bidang perdata. Serta Tata Acara Peradilan dan MoodCourt Praktek 
Peradilan Perrdata. 

 

Capaian Pembelajaran MK : Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan 
mempraktekkan menyelesaikan permasalahan  perdata di Indonesia berdasarkan 

teori dan hukum acara perdata. 
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Perte
muan 

Ke 

Kemampuan 
khusus 

Indikator 
Materi Pokok 
(Bahan Kajian) 

 Strategi dan 
Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Penilaian 
Refe- 
rensi 

Jenis Kriteria Bobot  

1  Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 
menjelaskan teori 

dasar hukum 

acara perdata. 
 

Pengertian 

Hukum Acara 
Perdata. 

 

Ceramah dan 

tanya jawab 
 

3x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Presentasi  
- Sikap dan 

prilaku selama 
diskusi 
(keaktifan dan 
kontribusi 
materi) 

10% Ref. 
Wajib: 

1,2 
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2 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 
menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 
 

Pengenalan 

dasar hukum 
acara perdata 

Ceramah dan 

tanya jawab 
 

3x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Presentasi  
- Sikap dan 

prilaku selama 
diskusi 
(keaktifan dan 
kontribusi 

materi) 

10% Ref. 
Wajib: 

1,2 

3 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

menerapkan 
teori-teori hukum 

perdata.  
 

Penerapan dan 

Pengembanga
n Peraturan 

Acara Perdata 

di Indonesia 

Ceramah dan 

tanya jawab 
 

3x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Presentasi  
- Sikap dan 

prilaku selama 
diskusi 
(keaktifan dan 
kontribusi 
materi) 

10% Ref. 
Wajib: 

1,2 

4 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 

menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 
 

Penerapan 
tentang materi 
acara Perdata 
yang berupa : 

 Gugatan 

 Pemeriks
aaan 

perkara 

dimuka 

sidang  

 pembukt
ian 

 keputus
an 
pengadil

an 

 Penyitaa
n 

 Acara 

Ceramah dan 

tanya jawab 
 

3x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Presentasi  
- Sikap dan 

prilaku selama 
diskusi 
(keaktifan dan 
kontribusi 
materi) 

10% Ref. 
Wajib: 

1,2 
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verstek 

 Banding 

 kasasi 
 

5 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 
menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 
 

Penerapan 
tentang materi 
acara Perdata 
yang berupa : 

 Gugatan 

Perwakil

an 
kelompo

k (class 

Action). 

 Putusan 

akta 

perdama
ian 

dalam 

rangka 

sistem 

mediasi. 

Ceramah dan 

tanya jawab 
 

3x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Presentasi  
- Sikap dan 

prilaku selama 
diskusi 
(keaktifan dan 
kontribusi 
materi) 

10% Ref. 
Wajib: 

1,2 

6 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 

Hukum Acara 
Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 
memahami dan 

menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 
 

Penerapan 
tentang materi 
acara Perdata 
yang berupa : 

* Upaya hukum 
*Eksekusi 
Putusan Hakim 
* Sita dan Lelang 

 

Ceramah dan 
tanya jawab 
 

2x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Presentasi  
- Sikap dan 

prilaku selama 
diskusi 

(keaktifan dan 
kontribusi 
materi) 

10% Ref. 
Wajib: 

1,2 
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7 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 

Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 
menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 

Praktek 
Pembuatan 
Gugatan serta 
revisi Substabsi 
dari : 
* Gugatan  

*Eksepsi Tergugat 

Latihan 
Pembuatan 
Penulisan 
Gugatan dan 
Eksepsi serta 
Diskusi dan 

menganalisis 
mengenai 
kasus Perdata   

3x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Praktek 
pelatihan 
pembuatan 
penulisan 
berkas praktek 
Peradilan 

Perdata 
 

10% Ref. 
Wajib: 
semua 
tentang 
Praktek 
Peradila

n 

8 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 

menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 

Praktek 
Pembuatan dan 
revisi Substabsi 
dari : 
* Replik 
*Duplik 
* Pembuktian  

Latihan 
Pembuatan 
Penulisan 
Replik dan 
Duplik serta 
Pembuktian 
dan Diskusi 

dan 
menganalisis 
mengenai 
kasus Perdata   

3x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Praktek 
pelatihan 
pembuatan 
penulisan 
berkas praktek 
Peradilan 
Perdata 

 

10% Ref. 
Wajib: 
semua 
tentang 
Praktek 
Peradila

n 

9 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 
menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 

Praktek 
Pembuatan dan 
revisi Substabsin 
dari : 
*Kesimpulan 
* Putusan 
 

Latihan 
Pembuatan 
Penulisan 
Kesimpulan, 
Putusan 
menganalisis 
mengenai 
kasus Perdata   

3x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Praktek 
pelatihan 
pembuatan 
penulisan 
berkas praktek 
Peradilan 
Perdata 

 

10% Ref. 
Wajib: 
semua 
tentang 
Praktek 
Peradila

n 

10 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj

elaskan/memaham
i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 

Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 

menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 

Penjelasan dan 
Praktek Tata Cara 

Pelakksana 
Peradilan Perdata 
: 
* Hakim 

*Penggugat 
*Tergugat 

Latihan 
Pelaksanaan 

Pelaksana 
Peradilan 
Acara Perdata: 
* Hakim  

*Penggugat 
*Tergugat 

2x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 

 

-  Praktek 
pelatihan 

pembuatan 
penulisan 
berkas praktek 
Peradilan 

Perdata 
 

10% Ref. 
Wajib: 

semua 
tentang 
Praktek 
Peradila

n 
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11 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 

Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 
menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 

Penjelasan dan 
Praktek Tata Cara 
Pelakksana 
Peradilan Perdata 
: 
* Saksi 

*Advocat 
*Panitera 

Latihan 
Pelaksanaan 
Pelaksana 
Peradilan 
Acara Perdata: 
* Saksi 

*Advocat 
*Panitera 

2x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Praktek 
pelatihan 
pembuatan 
penulisan 
berkas praktek 
Peradilan 

Perdata 
 

10% Ref. 
Wajib: 
semua 
tentang 
Praktek 
Peradila

n 

12 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 

menjelaskan isi 

materi tata cara 
beracara perdata 

Penjelasan dan 
Praktek Tata Cara 
Pelakksana 
Peradilan Perdata 
: 
* Upaya Hukum 
* Lelang 
*Sita 

Latihan 
Pelaksanaan 
Pelaksana 
Peradilan 
Acara Perdata: 
* Upaya 
Hukum 
*lelang 

*Sita 

2x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Praktek 
pelatihan 
pembuatan 
penulisan 
berkas praktek 
Peradilan 
Perdata 

 

10% Ref. 
Wajib: 
semua 
tentang 
Praktek 
Peradila

n 

13 Mahasiswa mampu 
menganalisis/menj
elaskan/memaham

i/menerapkan 
Hukum Acara 

Perdata dan Praktik 
Peradilan Perdata 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 
menjelaskan isi 

materi tata cara 

beracara perdata 

Persiapan 
Pemberkasan dan 
Pelaksana 
Praktek  

Persiapan 
Pemberkasan 
dan Pelaksana 
Praktek 
Peradilan 
Semu 
/Mootcourt 
peradilan 
perdata 

2x(2x50) 
 

Tes : 
Non tes : 
 

-  Praktek 
pelatihan 
pembuatan 
penulisan 
berkas praktek 
Peradilan 
Perdata 

 

10% Ref. 
Wajib: 
semua 
tentang 
Praktek 
Peradila

n 

 
Catatan:  

Pengalaman belajar yang dirumuskan akan terkait dengan kegiatan belajar, penugasan, diskusi, dan atau 
presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan inti pada RPP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Pergguruan Tinggi   : Universitas Mulawarman 

Fakultas : Hukum 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Hukum 

Matakuliah : Hukum Acara Perdata dan Praktek Perdata 

Kode Matakuliah : ..... 

SKS : 4 

Pertemuan ke : 1-16 Pertemuan 

Deskripsi Mata Kuliah      : Mata kuliah ini membahas tentang berbagai Sumber Hukum dan asas acara perdata, 
berbagai peraturan acara perdata yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, 

konsep-konsep pengembangan peraturan acara perdata, penyelesaian sengketa atau 
kasus di bidang perdata. Serta Tata Acara Peradilan dan MoodCourt Praktek Peradilan 
Perrdata. 

 

Capaian Pembejaran MK      : Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan 
mempraktekkan menyelesaikan permasalahan  perdata di Indonesia berdasarkan 

teori dan hukum acara perdata. 
 

 

Indikator : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teori dasar hukum acara perdata. 
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Tujuan Pembelajaran,           : Setelah menempuh perkuliahan ini: Mahasiswa dapat memahami tentang Asas- asas Hukum 
Acara Perdata dan Sumber Hukum acara Perdata. 

 
Materi Pokok (Bahan Kajian): 

Sumber Hukum Acara Perdata dan Asas- asas Hukum Acara Perdata dan pemahaman tentang Acara Perdata 

 

 

 

 

No Tahap Kegiatan  Pembelajaran Metode 
Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar/  

Bahan Ajar/ 

Media 

Penilaian* 

1 Awal Berdoa dan penjelasan tentang 
tahapan perkuliahan 

Ceramah dan 
tanya jawab 

15 Menit LCD dan literatur  Sikap/perilaku 

2 Inti Pemberian Materi  Ceramah dan 

tanya jawab 

1 jam LCD dan literatur  Sikap/perilaku 

3 Akhir Tanya jawab dan Diskusi Tanya jawab 15 menit LCD dan literatur  Tes/nontes. 

 
Referensi: 
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